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FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS Il BENGKALIS DALAM
PENGAWASAN ORANG ASING DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

RIYADI SHALEH

Masuknya warga Negara Asing ke Indonesia, telah memberikan pengaruh
positif, dan juga disamping itu-juga memberikan pengaruh negatif seperti terjadi
penyelundupan orang, “tmigran.gelap, perdagangan ,anak dan wanita yang
berdimensi  internasional dan meningkatnya sindikat internasional. Kantor
Imigrasi Kelas Il Bengkalis disini memiliki fungsi pengawasan terhadap orang
asing yang masuk kewilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Fungsi Kantor Imigrasi _Kelas Il Bengkalis dalam
Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis serta mengetahui Faktor
Hambatan Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di
Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut, maka
digunakan konsep operasional dari Manullang tentang pengawasan yang mana
didalamnya terdapat indikator pengawasan yaitu, menetapkan alat ukur (standar)
penilaian, mengadakan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan.
Penelitian int menggunakan. metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil
penelitian yang telah dilakukan adalah' bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis terhadap Orang Asing telah memenuhi
indikator menetapkan alat ukur penilaian, mengadakan penilaian, dan
mengadakan tindakan perbaikan tetapi untuk indikator mengadakan tindakan
perbaikan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih kurangnya sumber daya
manusia di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis.terutama dibidang pengawasan
serta masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan. Upaya
untuk mengatasi permasalahan “dan hambatan tersebut, adalah dengan cara
melakukan perekrutan tenaga kerja baru yang memungkinkan untuk bekerja
dilapangan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Serta
menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ke pulau pulau
yang ada di Kabupaten Bengkalis yang selama ini belum tersentuh oleh Kantor
Imigrasi Kelas Il Bengkalis.

Kata Kunci : Imigrasi, Pengawasan, Evaluasi
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THE FUNCTION IMMIGRATION OFFICE CLASS Il OF BENGKALIS IN
THE CONTROLLING THE FOREIGNERS IN THE DISTRICT OF
BENGKALIS

ABSTRACT
RIYADI SHALEH

The presence of Foreigners in Indonesia, in addition to have a positive
effect, they also have a negative effect; for, instance it causes the flow of illegal
immigrants, human smuggling; trafficking of ‘children and women by having the
international-dimension*and increasing the international syndicate. In this case,
Immigration Office at Class Il of Bengkalis has the control function of the
foreigners who enter the legal authority area of Bengkalis Regency. The purpose
of this study was to determine the Immigration Office functions at Class Il of
Bengkalis in the Control of Foreigners in Bengkalis _Regency. To find out the
purpose of the study, then it was used the operational concept of Manullang about
the control in.which there are indicators of control that'is setting the standard of
assessment, conducting an evaluation, conducting a corrective action. This study
used a qualitative method with descriptive analysis. The results of the study that
has been done is that the controlconducted by the Immigration Office at Class Il
of Bengkalis towards the foreigners have met the indicators of setting the
standard of assessment, conducting an evaluation, and conducting a corrective
action, however-to the indicator of conducting a, corrective action has not been
fully fulfilled due to the lack‘of human_resources in the Immigration Office at
Class Il of Bengkalis especially in"the“field of control as well as the lack of
facilities and infrastructures to conduct the control. Efforts to overcome the
problems and obstacles is by recruiting new workers that are allowed to work in
the field for controlling the foreigners. Besides, provide the facilities and
infrastructures to conduct the controls against the islands in Bengkalis Regency
that are never connected by the Immigration Office at Class Il of Bengkalis.

Keywords: Immigration, Control, Evaluation
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

penduduk : [ "_ are A ersebut dapat bersifat

sementara

Republik Indonesia sebagai Negara  hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan

keimigrasian ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan
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penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian

itu sendiri’.

Menurut Pasal 1 UU Keimigrasian?, “Pengertian keimigrasiana adalah hal

ihwal

hakekatnya melaksanakan “urusa

UU nomor 23 tahun 2014, terdiri dari:*

1 UUD 1945 pasal 26

UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
¥ UU No 23 Tahun 2014

* Ibid. him 357-361

ahan”. Urusan pemerintahan berdasarkan



1.

Urusan Absolut; Merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari
pemrintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan
urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu diatur dan
dilaksanakan secara nasional sehingga-ada keseragaman dalam pelaksanaan
urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari urusan, yakni; urusan
politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan
dan keamanan. (pasal 10" ayat 1 ‘UU"Nomor 23 Tahun.2014) Pelaksanaan
urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas
tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat
melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal
atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan
asas dekonsentrasi.

Urusan Konkuren; merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat
kepada daerah melalui-asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip
otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. &Jrusan konkuren ini, disebut juga dengan urusan bersama
sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada
sub urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan
pemerintahan kewenangan pemerintah daerah  kabupaten/kota. Urusan
konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilthan,. dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan
pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti
diatur pasal 11 UU nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan
pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan
pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Dari 24 urusan pemerintahan
wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan non pelayanan

dasar.



Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip: a).
Akuntabilitas, b). Efisiensi, c). Eksternalitas, dan d). Kepentingan strategi
nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum; Merupakan urusan pemerintahan yang tidak
termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam-urusan konkuren
atau otonomi daerah. Dengan demikian urusan pemerintahan umum meliputi
urusan;

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta pemerintahan dan pemeliharaan
keutuhan NKRI;

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

Pembinaan kerukunan antarsuku dan instasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional,
dan nasional;

d. Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi _pemerintahan yang ada di
wilayah daerah’ provinsi , dan swilayah daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

g. Pelaksanaan 'semua urusan  pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa urusan pemerintahan umum
dalam UU meliputi beberapa urusan, yang dalam hal ini adalah pembinaan terhadap
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan

pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tunggal lka serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI, melakukan
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan pembinaan kerukunan antar

suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas

provinsi dan w erah ka ermasalahan yang

timbul deng usia, pemerataan,

keadilan, ke an Daerah sesuai
ketentuan A ang- 0a p . : kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila s ag g tahan yang bukan
merupakan kewv an daere ak i Kan oleh unsur instansi
vertikal.

Urusan p ur dan Bupati/Walikota
di wilayah kerjanya nakan urusan pemerintahan

Dalam  melaksanakan urusan  pemerintahan umum  tersebut  Gubernur
bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota

bertanggungjawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah.
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Imigrasi merupakan bagian turunan atau kantor yang berdiri untuk melakukan
pengaturan lalu lintas luar negeri yang dimana kantor imigrasi merupakan bawahan

dari Kementrian Hukum dan Ham yang di tempatkan disetiap daerah provinsi

). tugasnya para aparatur

h%‘-\‘ .Q latasnya yakni

pemerintah nke ian_yang mengurus. erintahan yang tidak

diserahkan g aya ¢ dalam rangka

—t
‘»'Jm,*' prakarsa menciptakan peraturan
L\ N

ntuk kemudian dilaksanakan sendiri.

yang tidak berbentuk pe q ﬁ ‘

dan/atau membuat keputusan be

*UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan

pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan®

Laicamarzuki _menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah:’ “Dekonsentrasi

merupakan

3
“5
o

'

S

SR N

3
g.
a5\ R
«e;“ 5 2

penyebaran li wilayah-wilayah

untuk  mel: itu kewenangan
keimigrasia pusat dikarenakan

enangan Kementrian

®Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),
him.14
"Ibid,hal.16
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Gambar I.1. : Struktur instansi vertikal Kantor Imigrasi yang berawal Dari
Kementrian Hukum dan Ham.
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Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, pemerintah Indonesia telah
menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Yyaitu, Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUKeimigrasian)®. Undang-

bermusuhan baik terhadap rakya gara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar

wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan

8 UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.® Warga
Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi

beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.*°

organisasi

memuat i

*Muhammad Indra, .Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia.,
Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008), him.2.

A, Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, B. Wajib memiliki visa. C. Wajib
melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)D. Wajib mendapat
izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau suratperjalanan Warga Negara Asing (WNA) untuk
memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasiE.
Wajib memilikiizin masuk kembali yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang
memiliki izin tinggal terbatas dan tetap.

YU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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2. Tanda Keluar

Tanda Keluar merupakan tanda tertentu berupa cap yang stemple pada

Dokumen Perjalanan warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual

keimigrasian yang berkenaan dengan pengawasan yakni tercantum pada BAB VI

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, Pasal 66 yang berbunyi'®:

2yuU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
YU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi:

a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen

Jrang Asing yang

un 2011 Tentang

. penyusunan dafta ma O A yang dikenai Penangkalan atau
Pencegahan;
c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah
Indonesia;
d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Pasal 69

anggota diri adan instansi’ peme rkait, baik di pusat
maup
(2) Ment At aba " h ¢ selaku ketua tim

penga

Adanun kewajib3 g dilakuka ‘oleh orang @ masuk ke wilayah
Indonesia ha atuhi ! Tentang Keimigrasian yang

mana dijelask

kewarganegaraan, pekerjaa amin, atau perubahan alamatnya kepada

Kantor Imigrasi setempat; atau

>UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau lIzin Tinggal

yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam

rangka pengawasan Keimigrasian.

pengaruh ' | '_ itu _' | berikan pengaruh
negatif. erdagangan anak,

penyelundupan dan meningkatnya

sindikat-sind an uang, narkotika,

beratkan fungsi asyarakat, sedangkan fungsi penegakan hukum,
keamanan, dan fasilitator pembangune onomi sedikit terabaikan. Akibatnya yang
menjadi fokus orientasi imigrasi hanya pada sektor pelayanan, sedangkan sektor
pengawasan menjadi terabaikan karena adanya kendala geografis dan struktur

kelembagaan yang masih terbatas. Permasalahan yang muncul di Kantor Imigrasi

Kabupaten Bengkalis lebih kurang sama persis dengan kantor-kantor imigrasi yang
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ada di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis juga dikenal sebagai kantor
pembuatan paspor perjalanan keluar negeri sedangkan sebenarnya banyak masalah-

masalah lain yang seharunya diperhatikan oleh kantor imigrasi seperti masalah Warga

bahwasanya ka : Kk ugas soal pelayanan
pembuatan etapi juga.dengan masala epe : asan orang asing,

penindakan

melainkan kantor imigrasi memiliki bidang-bidang tersendiri dalam melakukan tugas
dan fungsinya. Adapun struktur yang berhak melakukan pengawasan terhadap Warga
Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis adalah bidang Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM). adapun tugas pokok dan fungsi Wasdakim

yakni :
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1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kalau paspor hilang atau rusak

2. Cekal Daftar Orang yang diduga menyalahi aturan hukum (korupsi,

pencucian uang, terorisme, dan adanya orang asing ilegal.

d sen Imigrasi Kelas I
@? s baru terdata
o o
‘ ‘j'f ei hingga bulan
Oktober 2 ' rupa data Orang

Asing yan

berikut:

‘\\\\\\\\%‘

%
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Tabel 1.1: Data Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis Periode Mei — Oktober 2018
NO
TEMPAT DAN
NO NAMA PASPOR/ TANGGAL ALAMAT TEMPAT TINGGAL | 11ag | KiTAP NO. DOKIM KEBANGSAAN | KETERANGAN Contact Person
HABIS LAHIR DI INDONESIA Penjamin/Sponsor
BERLAKU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HM629989 / SALTASH JL. MELATI NO. 15 A BALIK 2D41BFO001-R / HENNY LESTARI
1 SIMON JAMES 14 JULl GBR, 02 JUNI MANDAU KEC MAMDAU - 1 Berlaku s/d 21 AGT KANADA IKUT ISTRI (081288953271
2021 1966 KAB.BENGKALIS 2022
HASANATTAJAWUZ | 01 1o04s ) | pAHANG, 07 JL. SIMPANG BAKINANG 2C21BF0004-S / KUT ORANG AHMAD KARMIZAL
2 BIN AHMAD o1 SEP 2021 | OCT 2005 RT/RW 05/01 PANGKALAN 1 - Berlaku s/d 28 JUNI MALAYSIA TR (0821727074453)
KARMIZAL BATANG KAB. BENGKALIS 2019
JL. SIMPANG BAKINANG 2C21BF0003-S /
ROZIDA BINTI A36188530/ | PAHANG, 03 AHMAD KARMIZAL
3 AL I o1 SEP 2020 | st RT/RW 05/01 PANGKALAN il ; Berlaku s/d 28 JUNI MALAYSIA IKUT SUAMI (0821727074453)
BATANG 2019
RADEN NOR JL. ABU SAMAH KEGURUAN 2C21BF0003-R / RADEN MUHAMMAD
4 MASITAH BINTI ffji?\}g%g{ dg:gfigzgs / PENDIDIKAN AGAMA 1 \ Berlaku s/d 12 DES MALAYSIA M'Z\E;Z\*SJIAS@V’A KAUSAR
RADEN SUMARTO ISLAM 2018 (085221606010)
JL RUKUN NO. 149 RT/RW
s o ABUBAKARBIN | EOISTERSHT [HINBONESIA 9911008 DESA SEIANGAT L eS| NGAPURA L ANSIA PT. FIONA TOUR AND
HJ, ABDUL RAHIM KEC. BUKIT BATU, KAB TRAVEL (021-5712712)
2022 1953 2019
BENGKALIS
SINGAPURA JL. TEUKU UMAR NO. 23
E6096460J / : 2C21BF0002-S /
YING RONG HACE 7 RT/RW 03/01 KEL. ERIC HINDORO
6 ONG O%(Q‘AZ/;R DESEMBER BENGKALIS KOTA i F Be”akuzgg LIMEl | SINGAPURA | IKUT SUAMI (085258323232)
1987 BENGKALIS
JL. PELITA IV NO. 02 2C11BF0002 - S / PT. BOHAI
7 HTWANG QING FENG gggff%% gngE'l'ngo KELURAHAN PEMATANG 1 . Berlaku s/d 10 JULI CHINA BEKERJA (SOFYAN-
DUKU KEC. MANDAU 2019 085271052828)
N Cﬂ?N'\"AA'\S‘l JL. PELITA IV NO. 02 2C11BF0001 - S/ PT. BOHAI
8 LI YONG 08 3oL 2088 B 1 KELURAHAN PEMATANG gl - Berlaku s/d 10 JULI CHINA BEKERJA (SOFYAN-
) DUKU KEC. MANDAU 2019 085271052828)
PE0601553 /| HEBEI, 17 JL. PELITA IV NO. 02 2C11BF0003-S / PT. BOHAI
9 YUE FENGXIN 15 3AN 208 JANUARI KELURAHAN PEMATANG 1 : Berlaku s/d 13 AGU CHINA BEKERJA (SOFYAN-
1969 DUKU KEC. MANDAU 2019 085271052828)
PE0634319/ | SHANGHAI, JL. PELITA IV NO. 02 2C11JD1727-S | PT. BOHAI
10 YU JIAN 10 APR 22 FEBRUARI | KELURAHAN PEMATANG ! = Berlaku s/d 08 JUN CHINA BEKERJA (SOFYAN-
2020 1968 PUDU KEC. MANDAU 2019 085271052828)
11 “4% ARTUR FLORIAN 052999196/ | BUCHAREST/ /[~ i AMAN GG. KELAPA RT! L J Biﬁ;&f';?g%z é 0 ROMANIA KUT ISTR P%TAYNDRX’F%A
CONSTANTINESCU | 28 MEI 2020 | 09 MEI 1987 | 004 RW, 014 KEC. MANDAU 5019 (082258242658)
MUHAMMAD
1 2 ASNIE BIN A39468928/ | SELANGOR/ | JL.H. SABAR DESA BANTAN y J broses VALAYSIA PELAJAR / KHODIJAH ISHAK
SHAEUR 09 DES 2021 | 05 FEB 1993 AIR KEC. BANTAN MAHASISWA (081371262673)
JI. Bathin Batuah Gg. Jhonson
. 2C21BF0005-S/ PT. HOT HOLE
530597352/ New Mexico/ RT.6 RW.14 Kel. Pematang . .
13 W BRAD LEE HANDY | o800 | ol 1960 B v e s 21 1 - Berlaku s/d 18 Amerika Serikat BEKERJA INSTRUMENTS

Bengkalis

Oktober 2019

(0765) 94736

Sumber : Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor. Imigrasi Kelas |1 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
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Tabel 1.2: Data WNA Yang Bermasalah di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis Periode Bulan
Mei — Oktober 2018
No Nama L/P | Kebangsaan| No. Paspor | Tgl. Masuk Izin Kasus Pidana Tol. Status Masa Penjamin/ Alamat
Indonesia | Keimigrasian Masuk Hukum | Pidana | Keluarga di Penjamin
LP/RUTA Indonesia
N
1. | ISAKONG WAI L 12 Aktif 7 bulan - -
HONG Februari
2018
2. ZHANG YI L 19 Maret Aktif - PT. AICE JI. Garuda
2018 KRIM Sakti Km. 3
v | MULTI Pergudagang
=] RASA an Angkasa
E INDONESIA 11 No. 04
=
~
=
3. ~ZHANG L 19 Maret Aktif - PT. Jakarta
SHUSHENG 2018 Semerbak
: Wangi Serai
ggal)

A disay yepepe

Nery Wejsy sejrs

igrasi Kelas 11 Bengkalis
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Dari data diatas dapat Kita lihat bersama bahwa Warga Negara Asing yang
masuk ke wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis, berjumlah 16 orang,

yang terdiri dari 13 orang Orang Asing yang memiliki izin tempat tinggal dan 3 orang

g sudah terlanjur masuk secara

et

i Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis

Wasdakim untuk menga Q Q i
illegal di wilayah hukumnya, ka
hanya lebih memfokuskan kepada pelayanan pembuatan paspor dan pengecekan

keluar masuknya warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang
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berkunjung ke wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis. Berikut data

sementara yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis.

menyebabkan seringnya terjadi kecolongan Keimigrasian terhadap

pelanggaran yang dilakukan warga Negara Asing di Bengkalis.

3. Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelaporan warga negara asing dari

kantor imigrasi kepada masyarakat, terutama perangkat desa dalam

®Data Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Bengkalis.
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melaporkan orang asing yang ada di tempat tinggalnya. Yang seharusnya
perangkat desa bisa membantu kantor imigrasi dalam melakukan proses

pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Hal inilah yang membuat

KELAS 5 KAL / G ASING DI

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi di lapangan maka
batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada Fungsi Wasdakim Kantor Imigrasi

Kelas Il Bengkalis Dalam Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.
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1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1l Bengkalis Dalam

Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis

' igrasi Kelas Il Bengkalis

% ‘.sﬁi‘b““ .@@
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

mengungka

lebih lanjut se

teori sebagz

kerangka berpikir penulis dalam menggambarkan sudut mana peneliti menyoroti

masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori

’Sugiyono,Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2004), hal 5.
8Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.Metode Penelitian Survai. (Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2008), hal 37
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merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok

yang ada dalam penelitian®®.

di lontark a terdahu au_pemi ke ‘; ndapat imbuhan

“pem” menjad emerinta y adan ata n-elit yang melakukan
pekerjaan meng It pemerintah dapat
dibedakan
menjalankan tug: ah s ;‘ i Ja pemerintah. Istilah
pemerintah dalan : it pula dibedaka ‘ .' - ah dalam arti luas dan
pemerintah semua organ negara
dan pemerintah .da i ekua g.dimiliki oleh lembaga

eksekutif.?°

untuk mengendalikan angkatan perang.Kedua harus mempunyai kekuatan
Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang.Ketiga, harus
mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan
masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam

YArikunto, Suharsimi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 2002), hal 98.
2Kansil, C.S.T, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal 21
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menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan
Negara”.21

Pendapat lain yang mendefinisikan pemerintahan adalah Friedrich yang
menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam arti luas merupakan segala bentuk urusan
yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan
kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya
menjalankan~tugas eksektutif ©-saja, melainkan juga meliputi .tugas-tugas lainnya
termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan juga
membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang
menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat®.

Pada dasarnya, pengertian pemerintahan dapat. dilihat dari beberapa aspek,
yaitu dari segi-kegiatan, struktur fungsional, dan dari segi tugas dan wewenang.
Apabila ditinjau dari sisi dinamika, pemerintahan berarti kegiatan atau usaha yang
teroganisasikan, bersumberpada kedaulatan dan, berlandaskan pada dasar negara,
mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dan jika
ditinjau dari sisi struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara
yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan
fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi terciptanya tujuan negara. Lalu ditinjau dari
aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintah berarti seluruh tugas dan
kewenangan negara. berdasarkan pembahasan tiga aspek diatas dapatlah disimpulkan

bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan

2! Syafiie, Inu Kencana, Ekologi Pemerintahan (Jakarta: rineka Cipta, 2011), hal 4-5
*’Friedrich, Carl J. dalam Moh Kusnardi Dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Tata Negara
Indonesia (Jakarta;Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal 171.
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wewenang negara.”’Dan sistem pemerintahan terdiri atas dua sistem pemerintahan,
yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya yakni Syafiie memberikan definisi

mempelajari  bagaimana

pemerintahnya) dala ag : an, secara baik dan

benar®*,

apat didefinisikan
sebagai ilm ngi kebutuhan dan
tuntutan ti dalam hubungan
pemerintahar sehingga : : outuhkan oleh yang

bersangkutan?

Montesquieu dalam sistem

ZRamlan Surbakti. Memahami llmu Politik. 2010. Jakarta : KPG. Hal.161-162.

24Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar IImu Pemerintahan. (Bandung. Refika Aditama), hal 23

% Ndraha, Taliziduhu. 2011.Kybernologi ( lmu Pemerintahan Baru ) Jilid 1. Jakarta. RinekaCipta,
hal 7

%Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UNDANG- UNDANGD
1945,(Medan, Bina: Media Perintis, 2007), hIm.128.
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pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi
maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan:

1. Lembaga Legislatif, dilaksanakan oleh DPR-RI beserta DPD-RI yang disebut

MPR-RI dalam at.peraturan perund gan serta suatu Peraturan

Rt s i )

separation ena ‘ Pplitica.Pada intinya,
prinsip-prins i atau-pembagian ke .S n untuk membatasi

kekuasaan )a i : Jmbe dan tindakan

lainnya temasuk legislatif dan yudikatif.
2.1.2 Konsep Dekonsentrasi

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
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urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

pemerintahan di

3. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical

wilayah tertentu.
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4. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan yakni penugasan dari pemerintah kepada daera

dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau

pemerintahg
dengan tugas g intaha emerint: Ise ~dap an urusan-urusan
kepada da

diserahkann

desentralisasi. Pertimbangan da elenggarakannya asas dekonsentrasi ini

diantaranya adalah :

2" Sadu Wasistiono, dkk dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(Pekanbaru. Zanafa Publishing). him. 54-55

%8 Rosidin, dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru.
Zanafa Publishing). him. 55

# Ibid. him 55
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1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.

2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakat dan sosial budaya dalam

sistem ae

Indonesia, Asas
Desentralisa ng berdiri sendiri,

melainkan besar dan Negara

o
o
d
‘gﬁ
bl
o
gj
Bangsa, yai
gsa, Yy ‘

RI sebagai genus,

Terdiri dari  spe alisa i “Dekonsentrasi. Dengan

Asas Dekonsentrasi me angan Rosidin, yakni sebagai berikut;
“bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala

instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi;*

% 1bid. him 55-56
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1. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah lebih tinggi tingkatnya ke

aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi

horizontal.

2. impak neri au dari suatu aparatur

atur lain  dalam

eraga Republik

ibukota negara.

dalam wilayah

ini  disebut

kewenangan da ! inggi rgan-organ dibawahnya

berdasarkan of: prinsip-prinsip

Menurut pendapat jhia konsep yakni; “delegasi
kewenangan kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat bawahan yang berada di daerah

(di luas pusat) dan masing-masing mempunyai daerah jabatan atau wilayah jabatan

® Rosidin, dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru.
Zanafa Publishing). him. 60
% Effendy, dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru.
Zanafa Publishing). him. 60
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atau tingkatan-tingkatan hirarki yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan
mengambil keputusan-keputusan atas inisiatif sendiri (delegation of authority)
mengenai wilayah-wilayahnya. Jadi yang diserahkan ke bawah hanyalah wewenang

ewenang  untuk il keputusan, sedang

“ “‘R@‘E‘Sﬁ‘ ‘ D@ .Q at) tetap berada

desentralisasi

menjalank erinta U ‘ads : i karena itu, konsep

dekonsentrasi pada a impahan kewenangan saja

Instansi Vertikal.

Instansi vertikal yakni suatu instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di

daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah,

# Sunindhia, dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru.
Zanafa Publishing). him. 60
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sehingga pegawai dari instansi vertikal merupakan pegawai dari pemrintah pusat
yang diatur oleh pemerintah pusat dan juga digaji melalui Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN).3*

memberikan pendapat bahwa, Keimigrasian adalah suatu kegiatan salah satu instansi

pemerintah dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan

terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta

 Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru. Zanafa
Publishing). him. 62-63
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pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik
Indonesia.*

Konsep Tri Fungsi Imigrasi

Pemantauan/razia, dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam

perlintasan.

% Santoso, M. Iman. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional.

(Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 2004). HIm 21
% Ibid him 21
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3. Fungsi Keamanan
Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan

demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang

pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan
kemasyarakatan, serta dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya,

pemerintahan pada saat ini menurut beberapa para ahli memiliki beberapa fungsi

%" Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru. Zanafa
Publishing). HIm 20
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utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang keempat yakni fungsi
pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah tersebut menjadi 4

(empat) fungsi (walapun masih terdapat adanya perdebatan tentang fungsi utama dari

Melaksanaka Q a t “% kO ian dan keamanan,

Menjalankan fungs pasi masyarakat,

Menjalankan fungsi dinamisator organisasi pemerintah dan,

a b~ w N oE

Menjalankan fungsi kemasyarakatan, administrator pemrintahan dan lain

sebagainya.

¥ Maulidiah, dalam Rahyunir Rauf. 2018. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pekanbaru.
Zanafa Publishing). HIm 20

% |bid. him 21

“*bid. him 21
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Menurut Rewansyah menyatakan bahwa, dalam menyelenggarakan kekuasaan
legislatif, eksekutif, yudikatif dan kekuasaan auditif diberikan tugas, yang dimana

dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, masing-masing organisasi saling

(atau fungsi pemberdayz Fungs ( sebagai provider
jasa-jasa pu : isasikar jasa ﬂj Layanan sipil, dan

layanan birokras \del agai prov ebutuhan dan tuntutan

Pengertian koo vujudan daripada kerjasama, saling

(T

menghargai dan saling memba ghayati tugas dan fungsi serta tanggung

jawab masing-masing.

41Rewansyah. dalam Delly Mustafa, 2014. Birokrasi Pemerintahan. Bandung. Alfabeta, hal 102
*2Ndraha. dalam Delly Mustafa, 2014. Birokrasi Pemerintahan. Bandung. Alfabeta, hal 110



u ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

38

Hal ini terjadi karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja/unit
yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdepedensi inilah yang mendorong

adanya kerjasama.

Proses yang ala suatu_k akan dengan lancar

ataupun jika ada masalah t aka k kesulit tuk mengatasinya.

Menurut Handoko koordine oordination) dianggap sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan Kkegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk

* Malayu S.P. Hasibuan. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. HIm 85
* Malayu S.P. Hasibuan. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. HIm 85
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mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan kemudian beliau menyatakan
bahwa kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi

dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan

Bengkalis bersama
rupa penyediaan
fasilitas pe lhan internasional
maupun te a asing maupun

penduduk y

5 1bid him 86
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dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk

menjalankannya dengan penuh tanggungjawab.*®

Menurut Chester, Bernard dalam Syafiie Organisasi adalah sebagai sebuah

Organisasi 3 atu : € . ante ang-orang pada suatu

sistem admi

Men bbi : : : si‘adalah suatu kesatuan
sosial yang
yang berfungs A tur dalam apai suatu atau serangkaian

tujuan.*®

% Siswantoro dalam Syafiie, Inu Kencana. 2013. Sistem Administrasi Negara.Jakarta. PT Bumi
Aksara. HIm 73

*" Chester Bernard dalam Syafiie ,Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT Rineka
Cipta. HIm 52

*® Dwight Waldo dalam Syafiie, Inu Kencana. 2013. Sistem Administrasi Negara.Jakarta. PT Bumi
Aksara. HIm 114

“9 Robbins dalam T.Keban, Yerenias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik.
Yogyakarta.Penerbit Gava Media. HIm 127
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Dengan adanya beberapa teori organisasi diatas maka pada penelitian penulis

ini organisasi yang penulis teliti merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang

dimana untuk pertanggungjawabannya langsung kepada atasan yakni kepada instansi

apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Oleh karena itu bukanlah dimaksud untuk
mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada suatu upaya
untuk melakukan koreksi diri terhadap hasil kegiatan. Kata mengawasi dapat

diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedangkan kata kendali dapat diartikan
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kekang, pengendalian berarti pengekangan, dan kata pengendali diberi arti pemimpin

atau orang yang mengendalikan.

arti yakni suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah

0Situmorang, V, M, Juhir, J, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintah (cetakan Il), Jakarta, Rineka Cipta, him. 18

SSujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cetakan 11), Jakarta, Ghalia Indonesia,
him. 24
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dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.>?

rencana yang_t etapkar C a dapat diartikan
sebagai sus 3t3 naje c aan-pekerajaan agar
terlaksanana sest ngan re : 0 : yang dikehendaki.
Artinya sub

manajer. Se ' S “; pengawasan adalah

ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintah pusat yang

dilakukan didaerah yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, maka

52 Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), HIm
183)
3Sjtumorang, V, M., J., Op.cit, him. 20
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perlu pengawasan. Dengan adanya pengawasan akan diketahui tujuan yang akan

dicapai sudah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan

terlebih dahulu atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan tujuan

dari dua macam yakni®>:

eh pegawai dan

alahan-kesalahan

telah ditetapkan
dengan yang telah

4. pgram (fase tingkat
ing atau tidak;
5. dengan yang telah

** Situmorang, V, M, Juhir, J, 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintah (cetakan Il), Jakarta, Rineka Cipta, him 22

55Sihombing, Sihar. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia. (Bandung: Nuansa Aulia. 2013)

him 25
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1. Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan melalui

penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan,

pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara

Proses Pengawasan

Proses dasar pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang didalam
melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu

organisasi. Proses pengawasan itu sendiri terdiri dari beberapa tindakan maupun
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langkah-langkah yang harus dilalui yang bersifat fundamental bagi semua

pengawasan manajerial.

1.

2.

3 gan pedoman baku yang
penyimpangan yang terjadi;

4. Perbaikan atau pembetula as penyimpangan yang terjadi, sehingga

pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan®’.

*® Terry, George, R, Asas-Asas Manajemen, Terjemah Winardi, Bandung : Alumni, 1986), him. 397
*" Heidjrachman Ranupandojo, Tanya Jawab Manajemen. (Yogyakarta : AMP YKPN. 1990), him 109
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Menurut Handoko Pengawasan terdiri dari lima tahap, adapun tahapannya

sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) tahap pertama dalam

4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan
penyimpangan-penyimpangan, perbandingan pelaksanaan nyata dengan
pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan meruoakan

tahap yang paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada
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saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-

penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat

dicapai.

mencapai suatu
tujuan, pen aksanaan yang terdiri

dari :

bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil
pekerjaan bawahan tersebut.
2. Mengadakan Evaluasi atau penilaian dengan maksud untuk

membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat

%8 T Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 1995) him. 363
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pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan

hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan

perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

% Manullang, M, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), him
184
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Bagan 2.1 : Proses Pengawasan Suatu Kinerja

\
Penentuan Penilaian Apakah kinzrja
Standard dan Kinerja yang dicapai
sesuai dengan
standar?

L\

=]

avay

bt LA LY

pengawasan terdapat tiga tipe pengawasan yakni :
1. Pengawasan Pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang
untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan

dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu
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tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih
aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil

tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan

2. 57 an aksanaan kegiatan
; awasan “Ya-Tidak”,

Lﬁ : pengawasan ini

i'? dur harus disetujui

: SVa ggiatan-kegiatan bisa

i; at heck” yang lebih

3. ”’ gawasan umpan balik

"!‘
S,
=0
2,
=
2,
o
=
2
5
[

kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis,

pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.*

%0 T Hani Handoko, 2008. Manajemen.Y ogyakarta.Hal.361
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Dari proses pengawasan yang dikemukakan kelima ahli tersebut, maka dapat
diambil beberapa pernyataan untuk dijadikan sebagai indikator yang dapat mengukur

pengawasan, yaitu :

sebelum pengawasan
bagai perencanaan

sar melaksanakan

I
&
oot
o
d
s
g
s
&

diinginkan sesuai rencana.

%1 Silalahi, Ulbert, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi, (Bandung : Sinar
Baru, 1992) him 176
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3. Perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar

pekerjaan.

perbandingan adalah untuk menentukan tingkat.perbedaan antara pelaksanaan

pula menjadi pengawas yang efektif

2) Pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat

62 Siagian, P. Sondang. Organisasi dan Prilaku Organisasi. (Jakarta: Gunung Agung. 2003), him 199
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pengawas Yyang berada diluar instansi meskipun masih dilingkungan

pemerintah.

langsung pula dari pelaksana.Hal i ukan dengan inspeksi.
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Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan

yang diterima dari pelaksana kebijakan, baik lisan maupun tulisan, mempelajari

pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa “on the spot”.%

pengawasan ya ersifat mence : a enjaga jangan sampai suatu
kegiatan it lebih operasional
pengawasan preventif adalah pengawasan ya , emerintah terhadap
instansi aga

dengan kepe

peraturan pe

83V/iktor M. Situmorang, Jusuf Juhir. HIm 28
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3. Pengawasan Internal Dan Eksternal

Pengawasan internal memiliki arti yakni pengawasan yang dilakukan oleh

aparat organisasi. Pengawasan internal lebih dikenal dengan pengawasan fungsional.

kabupaten/kota an /a 1adap orang asing yang
melakukan pengg an adalah kementerian ke ebih dikenal dengan
seksi  peng: : n aka e : pengawasan ekstern
adalah pen

BPK.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa
yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
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Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang kempat setelah perencanaan,
pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah atu fungsi manajemen, mekanisme

pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu

e et e

. Tahap pembandinga dengan standar analisa penyimpangan
Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan
menganalisanya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

5. Tahap pengambilan tindakan koreksi

% Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Gajah Mada University Press. HIm 185-191
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Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu

ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung di bawah empat

Pengay :  sebuah proses u kan pekerjaan apa yang
harus dilak

pelaksanaan

2.1.8

Warga n ggal dan menetap di
sebuah negara terten .ﬁ ‘ a tersebut juga tidak secara
resmi terdaftar sebagai warga iki tujuan yang beragam, misalnya

dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status
seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap

memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya.

Warga negara asing , berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang — Undang Dasar
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1945 menyatakan :

“Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.”

No. 3 Tahun 194 sal 13 rang si Indonesia, ialah orang
asing”.
an pasal 1 huruf 9

akan:

selama tinggal di Indonesia yak

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk hak
perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut,
selama dalam proses yang resmi

2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan
yang berlaku di negara Indonesia
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3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi
pemerintah,
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk

memilih maupun dipilih

Sehingga penulis merasakan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang
adanya Orang Asing yang masuk ke wilayah Bengkalis baik itu melalui izin dari
keimigrasian maupun masuk secara illegal. Sehingga untuk memperkuat hasil
penulisan yang penulis tulis maka untuk itu penulis membandingkan dan mengutip

dari beberapa penelitian sebelumnya yang menurut penulis ada kaitannya dengan


https://guruppkn.com/sistem-pemilu-di-indonesia
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penulisan yang penulis buat. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan

dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. Hasil penelitiansrelevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini
adalah- penelitian_yang dilakukan oleh Marganda Sininta (2016) tentang
PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS | JAKARTA
TIMUR TERHADAP IZIN TINGGAL; TKA (TENAGA KERJA
ASING). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pengawasan yang
dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas | Jakarta Timur sudah dilakukan
sesual dengan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan yang
dilakukan juga menggunakan 5 metode yaitu: Administratif, lapangan,
laporan, mapping, dan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Dari
pengawasan yang dilakukan:selama‘tahun 2015 terdapat 51 kasus dimana
tidak terdapat daftar nama Tenaga Kerja Asing (TKA) didalamnya. Maka
dari itu kinerja pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas
| Jakarta Timur terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah baik.

2. Hasil penelitian relevan-sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ariska Putri (2016) tentang
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WARGA
NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS | SAMARINDA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil
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penelitian memperlihatkan bahwa Hasil pengawasan yang dilakukan Kantor
Imigrasi Kelas | Samarinda terdapat pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh warga Negara Asing. Di tahun 2015 dan 2016 sampai dengan
April terdapat 16 pelanggaran dengan-14 pelanggaran penyalahgunaan izin
tinggal dan 2 pelanggaran overstay. Secara umum Kantor Imigrasi kelas |
Samarinda belum menerapkan ‘tindakan keimigrasian melalui proses
pengadilan. Tindakan keimigrasian secara administratif berupa deportasi
dipilih-karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan
tindak pidana dan penyimpangan fatal. Masih terdapatnya pelanggaran
keimigrasian kurang sadarnya kewajiban hukum dari warga Negara Asing
dengan-dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-undang yang
dikeluarkan untuk mengatur keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing di
Indonesia.

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai _dengan penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Setiawan (2013) tentang
EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING PADA WILAYAH
KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS 1 SAMARINDA Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa hasil dari efektivitas pengawasan Keimigrasian pada
Kantor Imigrasi Klas | Samarinda, sebagai berikut : (1) yang menyebabkan
lemahnya fungsi pengawasan Warga Negara Asing pada wilayah kerja

Kantor Imigrasi kelas | Samarinda yakni karena adanya keterbatasan jumlah
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petugas imigrasi yang di tempatkan di bidang pengawasan Warga Negara
Asing dan juga dikarenakan luasnya wilayah kerja dari Kantor Imigrasi kelas

I Samarinda itu sendiri yang terdiri dari Kota Samarinda, Kota Bontang,

dari penelitian yang
berfikir memuat teori dalil atau g akan dijadikan dasar dalam penelitian
dijelaskan secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat
dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga terbentuk

kerangka pemikiran yang tergambar dalam bentuk gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 :Kerangka Pikir Fungsi Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis
Dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis.

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

¥

Fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan, fungsi dasar pemerintah dalam
bentuk pelayanan tersebut ditindaklanjuti dengan 3 fungsi utama
pemerintah, yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan
pembangunan dan . fungsi' ' pelayanan  kemasyarakatan, serta dengan
perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

¥

Fungsi Imigrasi yakni bagian dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan  pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan
negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

v

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM)

v

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing

¥

a. Permohonan Visa,
b. Masuk atau Keluar Negara, dan
c. Pemberian Izin Tinggal

v

a. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan

b. Koordinasi. " kegiatan.. dalam  pelaksanaan
pengawasan

c. Pemantauan, pemberian sosialisasi kepada
masyarakat tentang kedudukan orang asing

¥

a. Berhasil dilaksanakan
b. Tidak berhasil dilaksanakan

Sumber : Modifikasi Penulis 2019
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2.4. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan definisi yang digunakan untuk

abstrak suatu fenomenas.sosial atau alami. Konsep

9

Q
o
QD
e}
=,
—
D
=
o
QD
Ee]
2,

erupakan wilayah

dari Kementerian

AtV

berada di Daerah

. Pengawasan diartikan sebagai sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa
yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengoreksi dengan maksud
supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

4. Orang asing diartikan sebagai orang yang bukan warga Indonesia yang tinggal

di Negara Indonesia.
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2.5. Operasionalisasi Variabel

Tabel 11.1: iona entang Fungsi Kantor Imigrasi

Menurut / gawasan otapka 1 jakan pengawasan
Manullang : i
(2004:183),
pengawasan
adalah
proses

erhadap orang asing

menetapkan _ Aengadaka aka pemantauan
suatu  pekerj ‘ | _' U g ) orang asing
apa yang sudah masyarakat

dilaksanakan,

menilainya penilaian terhadap
mengoreksi anaan pengawasan Yyang
perlu

maksud

pelaksanaan

pekerjaan n koordinasi dengan
dengan terkait terhadap
semula. asan orang asing.

berikan pengetahuan kepada
asyarakat tentang peraturan
keberadaan orang asing

Sumber: Modifikasi Penulis 2019
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

s 5

ODYE

metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.

Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif sering disebut metode
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

(natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya
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metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya;
disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih

bersifat kualitatif’.®

yang ada bukan
an hasil penelitian

dimaksud untuk

6 Sugiyono, 2011.Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. (Bandung: Alphabeta.) him 8
% Bogdan dan Biklen dalam Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data. (Jakarta.
PT. Raja Grafindo Persada.) HIm 4-5
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3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis pada Kantor Imigrasi Kelas

Il Bengkalis yang mendapatkan pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Pusat

ilayah Hukum
Negara Kesa D rdonesia di Be AQ3 ata yang diperoleh
valid, maka : nelitian ha 3 s 11 Bengkalis itu

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini dapat
memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang
menjadi latar penelitian. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan
adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang

hal-hal yang akan dipandang sebagai para informan adalah terdiri dari :
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1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 1 orang (key

informan).

2. Kepala SubSeksi Pengawasan Keimigrasian, 1 orang

3.5.

eneliti sendiri, karena
peneliti m . ‘ S ama, karena peneliti
turun lan aktif. Disamping itu
instrument ang disusun untuk
menggali yang akan diteliti

terhadap su

3.6.

data diperoleh, untuk
menggali data-data an pada komponen yang
berhubungan dengan Fung Il Bengkalis dalam Pengawasan

Orang Asing Di Kabupaten Bengkalis.

A. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari

tangan pertama) tanpa melalui perantara.Dengan begitu, data ini hanya bisa diperoleh
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peneliti melalui teknik wawancara, quisioner, observasi dan dokumentasi. Dalam
penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan mewawancara

beberapa sampel terkait Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1l Bengkalis dalam

Kantor Imigra 5 |11 Bengka ; : Asing di Kabupaten
Bengkalis. ulai dari undang-
undang kei dan penindakan

keimigrasia arasumber, dan dari

hasil penelit internet.

3.7.

data yang sangat menunjang hasil penelitian peneliti yaitu teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang yang perhatian terfokus

terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya,
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mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang
mengaturnya. Adapun observasi yang peneliti lakukan yakni pada Kantor

Imigrasi Kelas 1l Bengkalis, dan juga terhadap sampel penelitian yang ada di

ni yang menjadi
elas |1 Bengkalis, Kasi

alis, dan beberapa

peneliti akan
Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Bengkalis. Ada pun
data yang peneliti butuhkan berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan
jumlah orang asing di Kabupaten Bengkalis dari 3 tahun terakhir, data orang
asing yang di tahan, data orang asing yang dicekal dan di deportase, data orang

asing yang bermasalah terhadap hukum di wilayah Bengkalis. Teknik
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dokumentasi ini peneliti lakukan untuk melengkapi dan mempertegas data yang

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

3.8 Teknik Analisa D

sa Triangulasi yang
dimana me b tode yang dilal cara membandingkan
riangulasi sebagai
engkaji fenomena
aitu setiap data yang

terkait dengan grasi : s dalam Pengawasan Orang
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3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini selanjutnya dapat dilihat dalam estimasi waktu yang
disusun dalam tabel berikut:
Tabel 111.2 :Jadwal Waktu. Kegiatan..Penelitian Tentang Fungsi Kantor

Imigrasi Kelas Il Bengkalis dalam Pengawasan Orang Asing di
Bengkalis.

Bulan Tahun 2018-2019

No Kegiatan Oktober November | Desember | Januari/Februari Maret

1129314111234 11(2|3|4f1 (2|3 |4]|1]2

314

Persiapan Proposal

Studi Literatur

Konsultasi Proposal

Seminar Proposal

Ol Bl W |IN| -

Perbaikan Proposal

Penyebaran
Kuesioner

7 | Pengumpulan Data

Pengolahan dan
analisi data

9 | KonsultasiTesis

10 | Ujian Tesis

11 | Perbaikan Tesis

Penggandaan dan

12 .
penyerahan tesis

Sumber: Modifikasi penelitian, 2019
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1
Negara Nomor
25 Tahun 4956, di 0 s 3 dengan ibukotanya
Bengkalis Kabupaten
Bengkalis mer ayah kal 3 as N 3 Propinsi Riau.
Pro i paling kaya di
Indonesia. K eliputi hasil pertamba , batu bara, hutan,
hasil-hasil perkebun : A Sé 2 ’ t serta sungai, dan
sebagainya. : J i K etiap tahunnya hampir

nasional. Bahkan, Riau termasuk a propinsi terkaya di Indonesia dengan

pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3 trilyun).

§7 Bengkalis dalam angka 2017, him 5
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Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah.
Berdasarkan cerita rakyat yang ada , dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya
merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah
ini menjadi tempat pertemuan. pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang
membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang,
Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah;|Perak,5 Keleng, Johor, Penang, Petani, Siam,
Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan
datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak

ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris
penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil.. Di.Bengkalis inilah, Raja Kecil
menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan
Buantan yang kemudian disebut ‘Kerajaam Siak‘pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar
Sultan Abdul Jalil" Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi
Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan,” Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang,
Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan
Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil,

Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan
pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja

Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat
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kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-

negara Islam.

Selanjutnya, saat. Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis

mempertahankan

duduki Bengkalis

diantara yang pertama memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis adalah Kabupaten
Siak Sri Indrapura, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kota
Dumai dan yang terakhir sekali memekarkan diri untuk berpisah dengan Kabupaten

Bengkalis adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga Kabupaten Bengkalis saat
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ini hanya memiliki wilayah lebih kurang 7.793,93 km2. yang beribukotakan Kota
Bengkalis. Yang bergelar Kota Terubuk dan dikenal dengan sebutan Negeri

Junjungan.

‘ Provinsi Riau,
mof 12 Tahun 1956

&

Lembaran JF upaten Bengkalis

dengan ibul

Gambar |

%8 Bengkalis dalam Angka 2018, him. 6
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4.1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera

antara 2°7°37,27-0°55’33,6” Lintang Utara dan 100°57°57,6”-102°30°25,2” Bujur

dikatakan 'bg pulau  Beng : A a , ota terbesar di
kabupaten
Kabupaten Beng adalah minya in d e terbesar APBD-nya

bersama de

. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu dan Kota Dumai.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan
Kabupaten Karimun.

% Bengkalis dalam Angka 2018, him 6


https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Delta_sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Duri
https://id.wikipedia.org/wiki/Mandau
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
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Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan yaitu : Kecamatan Bengkalis,
Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan

Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau, kecamatan Bandar Laksamana,

Kecamatan Talan dan Kecamatan Pinggir.

N ASEEECO T NS
@%ﬁmﬁdr‘s&ﬂm data ' gan ketinggian

rata-rata - Jari : n besar merupakan

tanah organos ; 3 / M ahan organik. Di
daerah ini jug u besar dan kecil
Beberapa ¢ : ] . up 84 km?) dan Pulau

uhi oleh iklim laut

terjadi  sekitar

4.1.4 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun

2015 tercatat sebanyak 543.987 jiwa yang terdiri atas 279.255 jiwa penduduk laki-

70 Bengkalis dalam Angka 2018


https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_rendah
https://id.wikipedia.org/wiki/Permukaan_laut
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organosol&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Rupat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_hujan
https://id.wikipedia.org/wiki/September
https://id.wikipedia.org/wiki/Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim_kemarau
https://id.wikipedia.org/wiki/Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/Agustus
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laki dan 264.732 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah
penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan

sebesar 1,46 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-

jiwa/km2 ta : ) orang. Kepadatan

penduduk : ccamata 0 be gpadatan penduduk

tertinggi te 255 jiwa/km2 dan
terendah di
Tabel 1V.1: endud : di Se Kecamatannya.
No.
1
2
3 | Bukit Batu/
4 | Mandau
5 Rupat 1.524,85 km?
6 | Rupat Utara 628,50 km?
7 Pinggir Pinggir 2.503,00 km?
8 | Siak Kecil Lubuk Muda 742,21 km?
9 | Bathin®’ Solapan | Sebangar -
10 | Bandar Laksamana Tenggayun -
11 | Talang Muandau | Beringin -

Sumber : Bengkalis dalam Angka 2018


https://id.wikipedia.org/wiki/Bantan,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Baru,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Batu,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Pakning,_Bukit_Batu,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Mandau,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Duri,_Mandau,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupat,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Panjang,_Rupat,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupat_Utara,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Medang,_Rupat_Utara,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinggir,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinggir,_Pinggir,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Siak_Kecil,_Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Muda,_Siak_Kecil,_Bengkalis
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4.2 Tinjauan Umum Tentang Imigrasi

4.2.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis

Jika ditinjau dari_sejarah berdirinya Kanto igrasi di Kepulauan Riau,

goi. Sejalan dengan
arah dan pemekaran
a Kantor Imigrasi

Dumai, Ka ligrasi - an Kantor Im ak Sri Indrapura. Saat

Kecamatan Rupat Utara

Kecamatan Mandau

© N o g bk~ w DN E

Kecamatan Pinggir

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri HAM RI Nomor

: M.02,PR,07,04 bahwa Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis sebagai Unit Pelaksana
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Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah

kerja meliputi kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu dan

Kecamatan Siak Kecil.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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empat, namun karena struktur tanah sepoil (Kuala) menjadikan sifat tanah yang cepat

sekali berubah serta air tanah tidak dapat dikonsumsi masyarakat.
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Kontur tanah yang hitam dengan tingkat keasaman yang tinggi ini pula yang

mengakibatkan jalan-jalan Kabupaten cepat rusak karena sifat tanah seperti ini tidak

tahan terhadap beban dan sering terjadi pergeseran lapisan tanah.

4

ak dibidang karet,

penduduk
sawit, dan arakatnya hidup di

bawah garis

bl L LAY

kota Bengkalisya is.ha Ik ela grasian dari penerbitan
Paspor RI.
4.2.2
erundang-undangan  tentang
Keimigrasian, maka daripada si Kelas 1l Bengkalis membuat Visi

dan Misi sebagai target yang ingin dicapai. Yang kemudian diperuntukkan bagi
pegawai Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis sebagai pedoman dalam melakukan

sebuah pekerjaan. Adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut :
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Tabel 1VV.2: Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis.

VISI

Dalam

Hukum

Kepastian
Pelayanan

Melayani Masyarakat Secara
Propedional, Transparan, Terukur
i waktu dan biaya.

keimigrasian

ional dan tidak

paksimal ~ mungkin

pelayanan yang

pegawai
agar terciptanya
ang aman dan nyaman

masyarakat yang

kedatangan warga negara asing
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4.2.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

‘h‘\ ‘\‘-

1\

iy disay yejepe il udwnyo(]
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KANTOR IMIG si| | KANTOR IMIGRASI
KELAS | KH o KELAS IlI
|
ot
SUB BAGIAN
TATA USAHA
I
| |
URUSAN URUSAN

KEUANGAN UMUM

KEIMIGRASIAN
SUB SEKSI SUB SEKSI
INFORMASI PENGAWASAN

KEIMGIRASIAN
SUB SEKSI
KOMUNIKASI SUB SEKSI STATUS SUB SEKSI
KEIMIGRASIAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN

Sumber: Modifikasi Penulis 2019
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4.2.4 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Imigrasi kelas Il

Bengkalis.

an kebijakan dan
kan oleh Direktorat

dibidang Imigrasi

dari kantor imigrasi tersebut yakni :

a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen dibidang Keimigrasian.

b. Perumusan standart, norma, pedoman, Kkriteria dan prosedur di bidang
Keimigrasian .
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c. Pemberian bimbingan dan Evaluasi .

d. Perencanaan pelaksana, pengendalian, pengamanan, teknis operasional di bidang
Keimigrasian .

e. Pembinaan, pengelolaan SDM, keuangan, pelengkapan sistem, dan metode di

285 5

b

N
ﬁ‘

4.3 Fungsi Kantor Imigrasi Bengkalis dalam Pengawasan Orang

Asing di Kabupaten Bengkalis

Pada masa saat sekarang ini lalu-lintas manusia di setiap Negara berkembang
semakin meningkat dan bersifat dinamis, negara Indonesia merupakan salah satu

contoh negara yang arus lalu-lintas penduduknya sangat tinggi salah satunya di
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daerah yang meliputi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis contohnya
seperti di Kawasan Industri di Kecamatan Mandau dan juga Kawasan Perairan
Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Dengan adanya wilayah Kawasan
Industri di kecamatan Mandau-tersebut maka.terdapat beberapa pabrik yang dimana
dalam melakukan proses produksinya membutuhkan jumiah tenaga kerja yang tidak
sedikit, baik yang berasal dari tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja asing. Dengan
adanya tepaga kerja asing tentu hal ini membutuhkan pengawasan yang lebih
mendalam bagi pihak kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis dan tidak hanya itu dari
sisi peraiaran dan kepulauan, Kabupaten Bengkalis juga termasuk kawasan strategis
untuk masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah hukum Indonesia khususnya di
perairan selat.-Bengkalis di Kecamatan Bengkalis dan perairan Selat Baru di
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan tidak hanya itu di Kabupaten Bengkalis
sendiri memiliki pulau-pulay, yang berbatasan langsung dengan selat Malaka yakni
Pulau Rupat menjadi salah satu kawasan yang sangat rawan masuk dan keluarnya
orang asing secara bebas karena jauhnya jarak Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis
dengan lokasi pulau Rupat berada. Yang kemudian dalam hal ini menyebabkan
pengawasan terhadap orang-asing.yang ada.di-wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas
Il Bengkalis menjadi terhambat dan terutama bagi orang asing yang diketahui masuk
ke pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis melalui jalur tikus hal ini menyebabkan Kasi
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian harus bekerja ekstra untuk melihat dan
memeriksa orang asing tersebut apakah memiliki dokumen yang sah untuk menetap

atau bisa melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Bengkalis.
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Di dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian mengatur Tindakan Keimigrasian dan pasal 19 Keputusan

Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 — PW. 09. 02 pada

Tanggal 14 Maret 199 an Pengajuan Keberatan

Orang - ‘?\\“ .0" jrasian dapat
diberikan san : : ﬁ .

alis melakukan

b. i .m““@ gan atau pandangan politis,

social, ekonomis, dan b eamanan yang dilihat lebih efektif
untuk dilakukan tindakan keimigrasian. Kemudian dengan adanya
pertimbangan tersebut maka pejabat yang berwenang untuk memutuskan
tidakan Keimigrasian yang sifatnya lebih efektif dan efesien dilakukan

dibandingkan harus melalui tindakan hukum.
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4.3.1. Indikator Menetapkan Standar Alat Ukur Penilaian

Yang dimana pada indikator ini lebih mengedepankan penentuan

standar pengawasan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis

Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakti Perwira
Harinja, SH sebagai Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian’ yang

menjelaskan bahwa :

™ Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis
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13

setiap orang asing yang masuk ke wilayah hukum kantor imigrasi
kelas 11 Bengkalis harus melalui proses yang pertama yakni berkas kelengkapan
data pribadi maupun barang yang dibawa oleh orang asing ke wilayah
Bengkalis, hal ini untuk mengatisipasi kegiatan-kegiatan yang meresahkan
warga oleh orang asing serta untuk menhindari kecolongan pengawasan
terhadap imigrasi

\l@#\gﬁﬁs s‘.ﬁ&idp , administrasi atau
i

orang asi cukan pe o { a'0rang asing yang

tinggal di w dones De erundang-undangan
yang berl \ '-"-: ﬂf uran perundang-

undangan yang . Mi A orang asi miliki visa yang

Indonesia seperti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma
yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Ketiga jika orang asing yang ada di
wilayah Indonesia melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.

Seperti melakukan kegiatan redikalisme, melawan pemerintah, memebuka
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kegiatan prositusi, mengedar narkoba dan lain sebagainya yang hal tersebut
mengganggu kenyamanan dan ketentraman kehidupan masyrakat yang ada

disekitarnya. Warga negara Asing yang tidak memiliki referendi dan tidak

negara-ne isa di deportasi

dari wila elesaikan masa
tahananny Indonesia. Maka
mereka tida ggal di wilayah

Indonesia.

seorang warga g
sah dan tidak valid maka ake erikan sanksi pertama yakni sanksi
Tindkan Administrasi Keimigrasian atau disebut TAK. Jika di tingkatan ini
sudah bisa dilaksanakan maka tidak perlu lagi dilakukan tindakan tahapan
lanjutan. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat maka tidak
menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke tingkat projustisia atau
pelaporan kepada kejaksaan, dan bahkan bisa dikurung penjara atau lebih
tinggi lagi dideportase kenegara asalnya.”
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Dari semua penjelasan di atas dapat peneliti analisa bahwa penjelasan dari
hasil wawancara peneliti dengan pihak kantor imigrasi kelas Il Bengkalis terhadap

Indikator menetapkan stndar alat ukur penilaian sudah silakukan dengan baik oleh

lakukan evaluasi

manual sudah

ekstern Kantor

wilayah lainnya Indonesia. Aplikasi ini juga sudah berhubung langsung ke
pemerintah pusat yang dimana jika data yang diinput di Wilayah Kabupaten
Bengkalis maka secara otomatis orang asing yang diinput tadi sudah dilihat langsug

oleh Dirjen Imigrasi yang ada di pusat. Nama dari aplikasi ini adalah aplikasi
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pengawasan orang asing atau disingkat menjadi APOA. Didalam aplikasi APOA ini
bisa dilihat status orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, dimana
dia tinggal, status izin tinggalnya, sampai kepada keterangan buku perjalanan orang
asing tersebut selama ini wilayah_hukum Indenesia. Melalui aplikasi yang tersedia,
pelayanan jasa imigrasi bagi warga negara asing dilakukan melalui transaksi
elektronik, baik mekanisme tahapan proses:dan,alur kerja.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakti Perwira Harinja, SH sebagai
Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian’? beliau menjelaskan bahwa :

“ setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia terutama
Kabupaten Bengkalis harus terdata di dalam Aplikasi Pengawasan Orang
Asing atau APOA yang dimana aplikasi ini bisa-digunakan oleh masyarakat
yang sudah memiliki jaringan internet. yang dimana setiap warga
melaporkan keberadaan orang asing di tempat tinggalnya melalui aplikasi
APOA ini. Dan bahkan Kita pihak kantor imigrasi kelas 11 Bengkalis
menekankan kepada pihak perhotelan untuk terus mengupdate keberadaan
orang asing yang ada di wilayah Kabupaten,Bengkalis.”

Ada beberapa keuntungan yang-didapatkan dengan menggunakan Sistem

Aplikasi Pengawasan Orang Asing pada saat ini adapun keuntungannya adalah
sebagai berikut :

Keuntungan pertama, yakni sebagai. bentuk dari pengembangan sistem
imigrasi yang berkelanjutan, karena aplikasi ini dapat menampung pengembangan
yang tersusun dari Manajemen Pengawasan Perbatasan atau Border Control
Managemenet (BCM), Enhance Cekal System (ECS) atau dikenal dengan sistem

cekal terpusat yang terhubung secara online, dan Elektronic- Passport atau paspor

"2 Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis
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elektronik untuk mempermudah melakukan pendataan WNI/ WNA yang keluar
masuk Indonesia. Dalam hal ini sistem aplikasi APOA merupakan tindak lanjut dari
lemahnya pengawasan terhadap orang asing keluar masuk wilayah Indonesia
terutama di Wilayah Kabupaten Bengkalis..yang secara terhadap disempurnakan
sesuai dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Keuntungan kedua, terciptannya standarisasi keimigrasian. Melalui beberapa
tahapan dan prosedur dimulai dari pendataan, perekapan, pengawasan dan evaluasi
pengawasan bisa dilihat dari aplikasi APOA yang telah diciptakan oleh Dirjen.
Semua hal yang dilakukan oleh pegawai keimigrasian dimulai dari penangkapan
orang asing, deportasi orang asing semuanya berdasarkan keputusan dan hasil dari
penglihatan di-aplikasi tersebut yang dimana nantinya keputusan yang diambil dan
dikaluarkan berdasarkan otoritas yang secara terbatas ditetapkan dalam program
aplikasi. Kebijakan yang didasarkan atas keputusan subjektif petugas dapat berkurang
atau diminimalisir karena proses dilakukan denga n menggunakan sistem. Hasil yang
diharapkan adalah konflik kepentingan antara petugas dan pemohon dapat ditekan
sehingga masyarakat dan petugas sama-sama didorong oleh sistem melakukan hak
dan kewajiban yang semestinya.

Keuntungan ketiga, pelayanan dan pengawasan keimigrasian menjadi lebih
cepat karena sistem yang awalnya bekerja secara manual kini digantikan dengan
sistem elektronik. Jika sebelumnya pemohon yang berada diluar Kota Bengkalis
mengajukan pemohonan pembuatan pasport harus melalui Kantor Wilayah di Kota

Dumai, maka setelah sistem baruu diterapkan, proses administrasi dapat dilakukan
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secara elektronik, karena input data dari luar kota Bengkalis dapat dilakukan melalui
E-Office dan kemudian data yang telah diinput oleh pemohon terdata di Pemerintah
pusat. Contohnya adalah ketika Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis melakukan
deportasi terhadap orang asing-maka kantor.wilayah di Provinsi dan kantor pusat di
Ibu Kota dapat mengakses identitas, alasan pedeportasian, serta alasan dimasukkan
dalam daftar cekal atau tidak.-Hal7ini-membawa dampak positif bahwa setiap unit
pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok danfungsinya.
Keuntungan keempat, semua data pribadi dari orang-orang asing dimulai dari
pemberian tempat izin tinggal, status orang asing tersebut, pekerjaan orang asing,
semuanya sudah terpusat pada satu aplikasi yakni Aplikasi Pengawan Orang Asing
atau (APOA) yang telah diciptakan sedemikian rupa untuk mengawasi orang asing
yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama Wilayah Kabupaten Bengkalis.
Keberadaan orang asing sdi_Indonesia yang \terdata melaui sistem Aplikasi
Pengawasan Orang Asing tidak akan bisa mengalabui petugas keimigrasian karena
setiap orang yang keluar masuk wilayah dapat diketahui secara pasti. Bahkan aktifitas
orang asing yang keluar dan masuk Indonesia- serta lama dia tinggal di
indonesia dan dimana tempat tinggalnya ‘akan dapat diketahui secara akurat. Tidak
seperti dahulu yang masih menggunakan sistem manual yang hal ini mengakibatkan
banyaknya orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terutama
Kabupaten Bengkalis tidak terdata dan masuk secara ilegal. Karena semakin banyak
orang asing yang datang dan pergi dari Wilayah Indonesia maka akan sulit untuk

mendatanya. Sehingga setalah adanya aplikasi APOA maka untuk pendataan akan
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semakin mudan dan cepat. Dalam perspektif keamanan nasional kelengkapan data
base dapat digunakan instansi terkait untuk mengurangi dampak negatif keberadaan
orang asing, sedangkan dala perspektif ekonomi dapat diketahui sentra-sntra orang
asing disuatu wilayah, jumlah.\WNA, jenis.pekerjaan, anggota keluarga sehingga
pemerintah daerah dan pelaku bisnis dapat memaksimal dampak positif kehadiran
orang asing diwilayah tersebut.

Keuntungan kelima, pada tahapan ini setiap orang asing yang telah tedata oleh
sistem aplikasi kekita mereka meminya data pribadinya dan surat menyurat untuk
kedutaan mereka maka orang asing tidak perlu lagi untuk melakukan pendataan ulang
bahkan tidak perlu lagi mengisi formulir untuk mendapatkan surat keterangan
mereka. Cukup-dengan data yang ada di aplikasi yang sudah-lengkap makan akan
langsung di print sesuai dengan apa permintaan dari orang asing tersebut. Hal inilah
yang menjadi pembawa perbedaan untuk pendataan orang asing dapat diolah menjado
berbagai informasi baik berupa inventariasi, rekapitulasi, sistem pelaporan internal
menjadi lebih efektif dan efesien karena susunan data-data yang diperlukan dapat
segera disajikan oleh program untuk bahan analisa pengambilan keputusan.

Keuntungan keenam, preses pendataan orang asing tidak perlu lagi harus
menunggu lama cukup menggunakan aplikasi APOA kemudian sudah bisa dilihat dan
filenya pun sudah berbentuk digital. Setiap lampiran permohonan berupa persyaratan
atau data pendukung yang disimpan dalam bentuk file digital memudahkan proses
penemuan. Data digital tersebut dapat diakses oleh kantor didaerah, wilayah, dan

pusat tanpa harus disimpan dalam bentuk lembaran kertas. Hal ini tentunya lebih
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mempermudah Kinerja dari pegawai kantor imigrasi dalam pengawasan orang asing.
Keuntungan ketujuh, adanya system cekal di dalam aplikasi APOA. Sistem
cekal merupakan sistem yang dimana didalamnya terdapat data-data orang asing
maupun data warga negara Indonesia yang.tidak diperbolehkan untuk berkunjung
kenegera lain hal ini sudah bisa dilihat secara langsung diaplikasi tersebut.
Keuntungan dengan adanya_sistem cekal-yang ada diaplikasi APOA ini membuat
rantai birokrasi dapat dipangkas atau lebih mudah dilaksanakan. Sistem ini juga dapat
digunakan sebagai instrumen penyebaran informasi penambahan dan pengurangan
daftar cekal secara langsung. Hal ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi
seseorang masuk dalam daftar cekal secara langsung. Hal ini akan memberikan
jaminan kepastian hukum bagi seseorang masuk dalam daftar cekal atau hialng dalam
daftar keuntungan kedelapan yakni, melalui sistem aplikasi APOA ini komunikasi
internal antar petugas diselutuh Indonesia dapat terjangkau tanpa biaya sambungan
telekomunikasi. Selain itu penggunaan anggaran keungan negara dapat ditekan.
Berdasarkan ketentuan diatas maka pengawasan imigrasi pada saat sekarang
ini sudah sangat berkembang dimulai dari pengadministrasian yang secara online
sejak datangnya orang asing di. wilayah.lndonesia terutama Wilayah Kabupaten
Bengkalis. Kemudian pengajuan visa, pengecekan izin tempat tinggal, berapa lama
orang asing tersebut tinggal di Indonesia sehingga dampai kepada data pribadi orang
asing tersebut. Hal ini dikarenakan sudah berkembangnya teknologi yang ada
sehingga semua orang asing yang ada masuk dan keluar dari wilayah hukum

Indonesia sudah bisa dilihat ciri-cirinya dan bahkan jika orang asing tersebut datang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

100

ke Indonesia dengan niat yang tidak baik, seperti mengganggu Kketertiban dan
ketentraman masyarakat Indonesia nantinya akan mudah terdeteksi dan licak oleh

petugas keimigrasian wilayah Indonesia khususnya di wilayah hukum Kabupaten

orang asing .n at Pe : AN Kantor Imigrasi

untuk me
administras | an pengawa ang me : segala sumber daya
dengan saran z : - ada dalam p p, pengumpulan dan

pengolahan a imigrasi enya al masi keimigrasian

4.3.3. Indikator Mengadakan Perbaikan

Pada dasarnya setiap kegitan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar
akur dan sudah dilakukan penilaian haruslah berbenah agar terciptanya pelayanan
yang memuaskan terutama di dalam pengawasan sehingga perlu dilakukan perbaikan

terhadap beberapa hal yang menjadikan suatu pelayanan menjadi terhambat.
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Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 20111 tentang
Keimigrasian telah dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing

harus diperbaiki dimulai pada saat pemberian izin tempat tinggal. Berikut tahapan

peneliti dengan Bapak Agung Ismardianto, SH., M.Si selaku Kasubsi Pengawasan”

Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis mengatakan bahwa

“untuk melakukan perbaikan pengawasan terhadap Orang Asing di Wilayah
Kabupaten Bengkalis, kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis melakukan koordinasi

" Hasil Wawancara pada hari Rabu 13 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis
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dengan Pemerintah daerah, polisi, dan aparat lainnya. Pengawasan yang tertuju
terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan
pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas migran gelap. Kemudian
perbaikan yang dilakukan oelh pihak yakni sistem kerja dari setiap kegiatan
pengawasan yang bia nya ma5|h menggunakan istem manual sekarang sudah

banyak adapun

terjadinya

eimigrasian serta

Pengawasan perlintasan ini lebih kepada pengawasan yang dilakukan oleh
petugas keimigrasian terhadap antar negara yang langsung berbatasan
dengan Indonesia. Yang diawasi adalah orang asing maupun negara

Indonesia yang melintasi batas wilayah Indonesia untuk mengatisipasi
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terjadinya kemungkinan pelanggaran keimigrasian.

Selama tahun 2018 hingga juni 2019Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis sudah

melakukan lima kali rapat pengawasan Orang Asing yang dihadiri oleh instansi-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Ismardianto, SH., M.Si
selaku Kasubsi Pengawasan’® dalam melakukan pengawasan berdasarkan Hukum

keimigrasian yang dimana pengawasan tersebut pertama yakni pengawasan secara

™ Hasil wawancara pada hari Rabu 13 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis
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administratif melalui Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses
peradilan. Dalam melakukan tindakan keimigrasian, kewenangan yang dimiliki oleh
Pejabat imigrasi adalah melakukan pengkajian terlebih dahulu apakah orang asing
yang melanggar hukum imigrasi.perlu dilakukan tindakan proses hukum atau hanya
dilakukan penindakan secara administratif kimigrasian saja, hal ini yang sepenuhnya
ditentukan oleh pejabat imigrasi=Namun demikian ketika orang asing tersebut sudah
melakukan perbuatan huku, yang merugikan masyarakat serta negara indonesia maka
akan diberikan sanksi hukum yang dimana orang asing tersebut dijatuhkan sanksi
dalam bentuk berupa tindakan keimigrasian yakni harus melalui proses hukum yang
berat. Kemudian pihak pegawai keimigrasian melakukan upaya-upaya yang sebaik-
baiknya dalam-menyusun suatu berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan
waktu serta biaya yang tidak sedikit. Dari hasil penelitian terungkap bahwa
penyusunan berkas perkara dibutuhkan waktu lebih kurang tiga bulan, dengan biaya
sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan, tindakan
keimigrasian berupa deportasi diambil Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis terhadap
beberapa orang asing yang pernah bertempat tinggal.di Bengkalis karena dirasa lebih
efektif dan tidak terbelit-belit dalam penyelesaian masalah pelanggaran keimigrasian.
Hal ini diatur dalam padal 75 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, yang mana jika hanya dilakukan proses administrasi maka hukuman

yang didapat tidak sesuai dengan mendeportasi orang asing secara langsung.

Bapak Asep Syahri Ramadhan, S. IP selaku Kasubsi Penindakan
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Keimigrasian® mengatakan bahwasanya penentuan dikenakannya Tindakan

Keimigrasian ataukah proses melalui proses Projustisia yang di sampaikan

sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi ditingkatkan struktur organisasi.

'& | Penindakan

..Q‘ ‘“’@ \P. Kemudian BAP tersebut
A N

oleh Kasi Pengawasan d an Keimigrasian di teruskan kepada

Kepala Kantor Imigrasi.

. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis tentang Tindakan

Keimigrasian: Setelah BAP diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas

75
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Il Bengkalis, maka Kepala Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis
menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian terhadap Warga

Negara Asing yang diduga telah melakukan tindakan yang melanggar

sian agar Kasi
adap orang asing
asi paling lama 7
san Tindakan oleh
elebihi batas waktu

dahkan ke Rumah

Imigrasi atau
KARUDENIM yang melaksanakannya hingga yang bersangkutan
diberangkatkan  melalui Pelabuhan Internasional atau Tempat Pemeriksaan

Imigrasi.

5. Berita Acara Pendetensian : Setelah Kepala Seksi Pengawasan dan
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Penindakan Keimigrasian menerima Surat Perintah Pendetensian Orang
Asing, maka dilakukanlah Pendetensian agar orang asing tersebut untuk

menempati Ruang Detensi Imigrasi disertai dengan Berita Acara

eksi Pengawasan dan

ntah  Pengeluaran

. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Tindakan Keimigrasian Dalam

rangka pengusiran atau Deportasi : Setelah Deteni berada di luar
ruang detensi maka Kepala Kantor Imigrasi akan menerbitkan Surat

Keputusan Tindakan Keimigrasian agar yang bersangkutan meninggalkan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

108

wilayah Indonesia dalam rangka pengusiran atau deportasi kenegara

asalnya dalam kesempatan pertama.

9. Surat Perintah Tugas Pengawalan dalam rangka pelaksanaan Deportasi :

arkan Surat Perintah
mengawasi

ke Pelabuhan

10. : ra i : an Imigrasi atau

diberangkatkan bukan dengan istilah deportasi tetapi dengan istilah
inadmissable person, dengan diterakan stempel atau cap didalam
paspornya bertuliskan denied entry Istilah tersebut lebih netral, karena
orang asing yang ditolak pemberian izin masuknya belum tentu seorang

pelanggar hukum.
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C. Responsifitas dari warga negara asing yang diawasi oleh Kantor

Imigrasi Kelas Il Bengkalis

Berdasarkan pertanyaan wawancara yang penulis ajukan kepada beberapa
responden orang asing yang penulis lakukan, disini penulis mendapatkan berbagai
macam Jjawaban yang dimana salah satunya respon warga negara Malaysia yakni
Muhammad Jasnie Bin,Ghafur beliau mengatakan bahwa :

“ saye berade di bengkales ini untok study, dan saye juge mempunyai pakcik
dan makcik kat bengkalis ni, awalnye saye masok ke bengkales saye diperikse orang
immigrationlah kan kerane saye orang lua pastu saye diberikan beberape pertanyaan
yang cukop biken saye takotlah, tapikan hal tu untuk hal positiplah kan, dimane
supaye saye bisa diterime tinggal kat bengkales ni. Kemudian banyaklah hal-hal yang
biase kite diperikse kalau keluar negare itupon saye tak kesahlah kan, memang dah
biase macam tu.” Kemudian setelah saye tinggal kat bengkales ni lebeh kurang kotkot
sebulan due, saye merase seronok kerane bahasa yang dieorang gunekan kat
bengkales ni hampei same ngan. bahase kite orang kat Malaysia tu jadi saye taklah
susah sangat nak begaol... kalau untok diawasi oleh pihak immigration saye selalu
didatangi dan disuruh report tiap bulan ke enam ke balai imigration dan pas mase
tulah saye ditanyal berbagai, macam soalan. Dan untok tiap taonye macam tulah.
Tapi pihak balai imgration arangnye, ramah-ramah dan sayepon taklah takot nak
bejumpe ngan mereke.”

Kemudian penulis juga mewawancarai warga negara cina yang bernama Ying
Rong Hace Ong yang tinggal di jalan kelapapati laut desa kelapapati yang sudah
lama berada di Bengkalis karena mengikuti suaminya yang bekerja di Bengkalis.

Beliau mengungkapkan bahwa:

“Orang Kantor Imigrasi ada datang ke rumah saya untuk ditanya masalah izin
tinggal saya ketika saya masuk ke Bengkalis ikut suami saya. dan katanya mereka
melakukan rutinitas pengawasan terhadap orang asing yang ada di Bengkalis. Dan
mereka juga mengecek paspor saya dan visa saya. karena masih aktif mereka catat
dan kemudian mereka pulang. Dan saya itu selalu didatangi setiap tahunnya dibulan
yang berbeda”
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Dari hasil wawancara penulis dengan warga negara Asing diatas maka penulis

mengambil suatu pernyataan bahwa warga negara asing yang tinggal di kabupaten

Bengkalis selalu diawasi oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas Il Bengkalis baik barupa

pulau Bengkalis,kemudian besarnya biaya untuk melakukan tindakan
hukum adminisrasi dibandingkan harus mendeportase orang asing yang

telah melakukan pelanggaran hukum di wilayah hukum Kabupaten

78 Hasil wawancara pada hari selasa 12 Maret 2019 di Kantor Imigrasi Bengkalis
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Bengkalis. Apabila orang asing tidak memiliki biaya untuk pulang
kenegara asalnya maka untuk proses pemulangannya akan dilakukan

permintaan kepada kedutaan besar dari negara si pelanggar hukum

N

o

petugas imigrasi
g di Kantor Imigrasi
nemiliki wawasan serta

di perairan wilayah

Bengkalis serta belum terlatihnya untuk dasar-dasar ilmu kelautan.

. Masalah selanjutnya dari segi waktu tempuh dari tempat kedudukan

para Pegawai Kator Imigrasi Kelas Il Bengkalis dengan lokasi wilayah
Hukumnya yang harus diawasi untuk melakukan pengawasan berjarak

yang sangat jauh vyakni melalui perjalanan laut dan kemudian
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melakukan perjalanan di darat hal inilah yang juga menghambat

pengawasan orang asing oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas Il

Bengkalis.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
BN “

1. Dari J” elah pe er'si Pegawai  Kantor

Asing, penulis

etapkan standar alat

g ada di kantor

h Kasubsi Dakim

secara langsung kelapangan untuk melakukan pengawsan terhadap warga negara
asing yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan bahkan pihak kantor imigrasi Kelas
I1 Bengkalis juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, PLRI yang ada di

Kabupaten Bengkalis.
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3. Kemudian setelah melakukan evaluasi pihak akantor imigrasi kelas 1l Bengkalis
melakukan perbaikan yang dimana dahulunya melakukan pengawsan orang asing

pihak imigrasi masih melakukan secara manual dan sekarang sudah
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QQ dan diusahakan agar pihak

Kantor Imigrasi Kelas . ebih ggiatkan kegiatan pengawasan di
jalur-jalur tikus yang tidak resmi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

3. Seharusnya kantor imigrasi kelas Il Bengkalis melaporkan kepada tingkat

tertinggi di pusat tentang kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang

pengawasan lapangan untuk mengawasi orang asing yang ada di wilayah hukum

Kabupaten Bengkalis.
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